







RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …TAHUN …
TENTANG
MANAJEMEN ANALISIS TINGKAT ANCAMAN DAN PENGENDALIAN KRISIS TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

	Menimbang
	:
	a. bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman terorisme serta untuk mempersiapkan secara dini langkah-langkah penanggulangan dan pemulihan dalam menghadapi krisis terorisme, perlu diwujudkan sistem manajemen untuk menilai eskalasi ancaman dan tata kelola dalam pengendalian krisis terorisme secara nasional;
b. bahwa perkembangan dinamika terorisme, baik yang bersifat nasional maupun transnasional, berpotensi menimbulkan korban massal, kerugian sosial dan ekonomi, kerusakan terhadap infrastruktur dan fasilitas vital, serta ancaman terhadap stabilitas politik, keamanan, dan kedaulatan negara, sehingga diperlukan pengaturan mengenai mekanisme analisis tingkat ancaman dan pengendalian krisis terorisme;
c. bahwa ketentuan mengenai manajemen analisis tingkat ancaman dan pengendalian krisis terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang belum diatur secara komprehensif sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Manajemen Analisis Tingkat Ancaman dan Pengendalian Krisis Terorisme;


	Mengingat
	:
	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216) 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417); 
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2026 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 16);


	
	
	MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	PERATURAN PRESIDEN TENTANG MANAJEMEN ANALISIS TINGKAT ANCAMAN DAN PENGENDALIAN KRISIS TERORISME



BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
2. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
3. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.
4. Ancaman Terorisme adalah setiap perbuatan dan/atau kegiatan yang secara melawan hukum mengarah dan/atau bertujuan pada tindakan Terorisme.
5. Krisis Terorisme adalah kondisi terjadinya serangan Terorisme dengan dampak risiko pada peningkatan jumlah korban, kerusakan infrastruktur, objek vital, dan fasilitas publik, penurunan ekonomi, peningkatan gangguan keamanan, yang menimbulkan adanya kemendesakan kebutuhan kebijakan untuk langkah-langkah penanganan, dan pengerahan sumber daya nasional.
6. Manajemen Analisis Tingkat Ancaman Terorisme adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, dengan memperhatikan akurasi dan validitas data, untuk menghasilkan klasifikasi eskalasi tingkat Ancaman Terorisme nasional yang digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, strategi dan program nasional dalam penanggulangan Terorisme, mitigasi Ancaman Terorisme dan mencegah Krisis Terorisme.
7. Manajemen Pengendalian Krisis Terorisme adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan secara terencana, cepat, terpadu, sistematis, dan terkoordinasi, yang bertujuan untuk menanggulangi, mengendalikan, serta memulihkan kondisi dari dampak Krisis Terorisme. 
8. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan Terorisme.

Pasal 2   
BNPT menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani Terorisme. 


Pasal 3  
Dalam mendukung penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNPT bersama dengan kementerian/lembaga/ dan/atau pemerintah daerah terkait melaksanakan Manajemen Analisis Tingkat Ancaman dan Pengendalian Krisis Terorisme.

Pasal 4 
Penyelenggaraan Manajemen Analisis Tingkat Ancaman dan Pengendalian Krisis Terorisme berdasarkan asas:
a. penghormatan, pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia;
b. supremasi hukum dan keadilan;
c. pelindungan anak, kesetaraan gender dan inklusi sosial;
d. keamanan dan keselamatan;
e. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
f. partisipasi bermakna pemangku kepentingan majemuk.

Pasal 5
Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:
a. Manajemen Analisis Tingkat Ancaman Terorisme; dan 
b. Manajemen Pengendalian Krisis Terorisme.

BAB II 
MANAJEMEN ANALISIS TINGKAT ANCAMAN TERORISME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6 
(1) Penyelenggaraan analisis tingkat Ancaman Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikoordinasikan oleh BNPT dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
(2) Kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: 
a. kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; 
b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; 
c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara; 
d. kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum;
e. kementerian yang menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum;
f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; 
g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; 
h. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; 
i. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; 
j. kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; 
k. kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; 
l. kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; 
m. kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; 
n. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi;
o. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
p. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
q. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia;
r. badan yang mempunyai tugas bidang keamanan siber dan sandi;
s. lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
t. lembaga negara yang bertugas dan berwenang untuk memberikan pelindungan dan hak-hak lain kepada saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli.
u. Kepolisian Republik Indonesia;
v. Tentara Nasional Indonesia;
w. Badan Intelijen Negara; dan
x. Kejaksaan Agung. 
(3) Hasil dari analisis tingkat Ancaman Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh kementerian/lembaga untuk merumuskan langkah-langkah operasional dalam penanggulangan Terorisme, mitigasi Ancaman Terorisme, dan mencegah Krisis Terorisme dengan koordinasi BNPT.

Pasal 7
(1) Tingkat Ancaman Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diklasifikasikan menjadi: 
a. tingkat aman; 
b. tingkat terkendali; 
c. tingkat antisipatif; 
d. tingkat waspada; dan/atau 
e. tingkat kritikal.
(2) Tingkat aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi terdapat ancaman, namun tidak ada potensi serangan Terorisme.
(3) Tingkat terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi terdapat ancaman serangan Terorisme dengan potensi rendah.
(4) Tingkat antisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi terdapat ancaman serangan Terorisme dengan potensi menengah. 
(5) Tingkat waspada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi terdapat ancaman serangan Terorisme dengan potensi tinggi.
(6) Tingkat kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi terdapat ancaman serangan Terorisme yang bersifat nyata dan aktual, yang memiliki risiko tinggi pada peningkatan jumlah korban, kerusakan infrastruktur, objek vital, dan fasilitas publik, penurunan ekonomi, dan peningkatan gangguan keamanan.

Pasal 8
(1) Klasifikasi tingkat Ancaman Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditentukan berdasarkan dimensi, indikator, dan daftar pantau Terorisme terintegrasi.
(2) Penetapan dimensi, indikator, dan daftar pantau Terorisme terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko, serta memperhatikan prinsip-prinsip objektivitas, non-diskriminasi, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dimensi, indikator dan daftar pantau Terorisme terintegrasi sebagai dasar analisis tingkat Ancaman Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan BNPT.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 9
Manajemen Analisis Tingkat Ancaman Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi tahapan: 
a. pengumpulan data dan informasi; 
b. pengolahan data dan Informasi; 
c. penetapan laporan analisis tingkat Ancaman Terorisme; 
d. penyampaian laporan hasil analisis tingkat Ancaman Terorisme; dan
e. mitigasi dan penyusunan rencana kontingensi.

Pasal 10
(1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan kegiatan sistematis yang dilakukan BNPT dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait untuk memperoleh data dan informasi yang relevan mengenai potensi, indikasi, dan kejadian Terorisme, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dimensi, indikator, dan daftar pantau Terorisme terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh BNPT berdasarkan tugas dan fungsi BNPT.
(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam sistem informasi penanggulangan Terorisme yang terintegrasi.
(4) Sistem informasi penanggulangan Terorisme yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sistem yang memfasilitasi keterhubungan antar sistem elektronik dan data kementerian/lembaga melalui mekanisme interoperabilitas yang aman, terstandar, berbasis hak akses, dan sesuai tujuan penanggulangan Terorisme.

Pasal 11
(1) Pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan kegiatan penyusunan, klasifikasi, verifikasi, dan analisis data dan informasi sehingga menghasilkan gambaran tingkat Ancaman Terorisme yang terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BNPT bersama dengan kementerian/lembaga terkait.
(3) Pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan: 
a. rapat pemeriksaan dan verifikasi akurasi data; 
b. rapat pengelompokan dan pembobotan berdasarkan indikator tingkat Ancaman Terorisme; dan
c. rapat penyusunan hasil olah data dan informasi.
(4) Proses pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
Penetapan laporan analisis tingkat Ancaman Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan proses penetapan laporan hasil analisis tingkat Ancaman Terorisme oleh Kepala BNPT.

Pasal 13
(1) Penyampaian laporan hasil analisis tingkat Ancaman Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d disampaikan kepada Presiden, kementerian/lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah.
(2) Laporan hasil analisis tingkat Ancaman Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan hasil analisis tingkat Ancaman Terorisme disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 14
(1) Mitigasi dan penyusunan rencana kontingensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan serangkaian kegiatan penyusunan dokumen strategi untuk mencegah dan meniadakan potensi terjadinya Krisis Terorisme dengan mengacu pada hasil analisis tingkat Ancaman Terorisme, dan/atau untuk menghadapi potensi Krisis Terorisme.
(2) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya pencegahan yang dilakukan oleh BNPT dengan melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
(1) Penyusunan rencana kontingensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) bertujuan untuk memastikan respons cepat, meminimalkan dampak negatif, memberikan kejelasan peran dan tindakan bagi Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, saat kondisi Krisis Terorisme.
(2) Penyusunan rencana kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BNPT dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
(3) Rencana kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen perencanaan yang memuat skenario, analisis risiko dan dampak, strategi, langkah-langkah penanganan dan prosedur operasional, serta inventarisasi sumber daya, dalam menghadapi Krisis Terorisme, yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak risiko dan mempercepat tanggap krisis.
(4) Kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
a. kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; 
b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; 
c. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan;
d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
e. kementerian yang menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum; 
f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
g. kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi;
h. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi;
i. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
j. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
k. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia;
l. badan yang mempunyai tugas bidang keamanan siber dan sandi; 
m. lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki tugas penanggulangan bencana;
n. lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
o. lembaga negara yang bertugas dan berwenang untuk memberikan pelindungan dan hak-hak lain kepada saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli.
p. Kepolisian Republik Indonesia; 
q. Tentara Nasional Indonesia;
r. Badan Intelijen Negara; dan
s. Kejaksaan Agung. 

Pasal 16
Dokumen rencana kontingensi yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diuji kedayagunaannya melalui kegiatan simulasi secara berkala yang dilaksanakan melalui cara:
a. latihan; dan
b. pemeranan.

Pasal 17
(1) Dokumen rencana kontingensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditinjau secara berkala melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2) Penyelenggaraan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BNPT dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

BAB III 
MANAJEMEN PENGENDALIAN KRISIS TERORISME

Pasal 18
(1) Manajemen Pengendalian Krisis Terorisme sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BNPT dengan melibatkan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terkait.
(2) Penyelenggaraan Manajemen Pengendalian Krisis Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui tahapan:
a. peringatan dini krisis;
b. penetapan status krisis;
c. penanggulangan krisis;
d. pemulihan krisis;
e. pelaporan penanganan krisis;
f. pengakhiran status krisis;
g. rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
h. evaluasi penanganan krisis.

Pasal 19
(1) Peringatan dini krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan penyampaian peringatan kepada kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terkait mengenai potensi terjadinya Krisis Terorisme.
(2) Kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terkait menindaklanjuti informasi peringatan dini Krisis Terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
(1) Penetapan status Krisis Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan penetapan atas situasi Krisis Terorisme.
(2) Status Krisis Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan dari Kepala BNPT, untuk sebagian atau keseluruhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Penetapan status Krisis Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 30x24 jam, dan dapat diperpanjang untuk 30x24 jam berikutnya dengan pemberitahuan kepada DPR.

Pasal 21
(1) Dalam hal Krisis Terorisme telah ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dan secara nyata dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa, Presiden dapat mengeluarkan perintah penggunaan dan pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.
(2) Penggunaan dan pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
(1) Penanggulangan krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan melalui kegiatan tanggap krisis untuk penyelamatan dan pelindungan korban, penyelamatan infrastruktur vital, penegakan hukum, dan penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.
(2) Kegiatan penanggulangan krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis skala dampak risiko Krisis Terorisme.
(3) Hasil analisis skala dampak risiko Krisis Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan dampak pada jumlah korban, kerusakan infrastruktur, objek vital, fasilitas publik, penurunan ekonomi, dan peningkatan gangguan keamanan.
(4) Dampak risiko Krisis Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkat risiko, yang terdiri atas:
a. dampak risiko rendah;
b. dampak risiko sedang; atau
c. dampak risiko tinggi
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan klasifikasi dampak risiko Krisis Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) di atas diatur dalam peraturan BNPT.

Pasal 23
(1) Kegiatan penanggulangan krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terkait di bawah koordinasi BNPT. 
(2) Kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: 
a. Kepolisian Republik Indonesia; 
b. Tentara Nasional Indonesia;
c. Badan Intelijen Negara; 
d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; 
e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; 
f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
g. kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang dalam negeri;
h. lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki tugas penanggulangan bencana; 
i. lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki tugas pencarian dan pertolongan;
t. badan yang mempunyai tugas bidang keamanan siber dan sandi;
u. lembaga negara yang bertugas dan berwenang untuk memberikan pelindungan dan hak-hak lain kepada saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan; dan/atau
j. pemerintah daerah terdampak.
(3) Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan pengamanan, penegakan hukum terhadap pelaku, penanggap cepat dalam situasi ancaman masih berlanjut, dan penggalian informasi lebih lanjut terkait krisis.
(4) Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaksanakan perbantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia atau pelaksanaan tugas dalam mengatasi aksi Terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melakukan penyediaan informasi secara waktu nyata mengenai pergerakan pelaku, indikasi peningkatan aktivitas jaringan, serta potensi terjadinya serangan susulan.
(6) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melakukan penyediaan fasilitas kesehatan untuk menangani korban secara cepat.
(7) Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melaksanakan pengelolaan komunikasi krisis dan pengendalian informasi untuk mencegah disinformasi yang berpotensi menimbulkan kepanikan massal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(8) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f melaksanakan koordinasi internasional selama penanggulangan krisis.
(9) Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait selama penanggulangan krisis.
(10) Lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki tugas penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h melaksanakan tugas penyelematan dan evakuasi korban.
(11) Lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki tugas pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i melaksanakan tugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban.
(12) Badan yang mempunyai tugas bidang keamanan siber dan sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j melaksanakan pengamanan komunikasi krisis dan/atau pengelolaan manajemen krisis siber sesuai peraturan perundang-undangan.
(13) Lembaga negara yang bertugas dan berwenang untuk memberikan pelindungan dan hak-hak lain kepada saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k melaksanakan pelindungan dan pengamanan terhadap saksi dan korban.
(14) Pemerintah daerah terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k melaksanakan pengaktifan sistem kewaspadaan dini, penyiapan tim reaksi cepat internal, respon cepat dalam situasi terdapat serangan kimia, biologi, radioaktif, dan nuklir, pengoordinasian pemadam kebakaran, medis darurat, triase korban, evakuasi oleh tenaga medis, persiapan rumah sakit, dan evakuasi warga sipil. 

Pasal 24
(1) Pemulihan krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan upaya pemulihan kondisi terdampak dari Krisis Terorisme untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan mengacu pada pedoman penilaian dampak Krisis Terorisme.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penilaian dampak Krisis Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan BNPT.

Pasal 25
Pelaporan penanganan krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e merupakan penyampaian laporan akhir penanganan Krisis Terorisme dari Kepala BNPT kepada Presiden.

Pasal 26
(1) Pengakhiran status krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f merupakan penetapan pengakhiran status Krisis Terorisme oleh Presiden berdasarkan laporan Kepala BNPT.
(2) Berdasarkan penetapan pengakhiran status Krisis Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir pula penggunaan dan pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 27
(1) Rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g merupakan tahapan yang dilaksanakan setelah berakhirnya situasi Krisis Terorisme yang bertujuan untuk mengembalikan pada keadaan semula kondisi keamanan, ketertiban, dan kehidupan masyarakat, serta melakukan rehabilitasi terhadap korban, rekonstruksi sarana prasarana yang terdampak, dan mengevaluasi penanganan krisis, sebagai bahan perbaikan kebijakan di masa mendatang. 
(2) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terkait. 
(3) Kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas: 
a. Kepolisian Republik Indonesia; 
b. Kejaksaan Agung;
c. lembaga negara yang bertugas dan berwenang untuk memberikan pelindungan dan hak-hak lain kepada saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli;
d. Badan Intelijen Negara;
e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
f. kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
g. badan yang mempunyai tugas bidang keamanan siber dan sandi; dan/atau
h. pemerintah daerah terdampak.
(4) Kepolisian republik indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melaksanakan identifikasi korban dan penegakan hukum terhadap pelaku. 
(5) Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melakukan proses penuntutan terhadap pelaku.
(6) Lembaga negara yang bertugas dan berwenang untuk memberikan pelindungan dan hak-hak lain kepada saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melakukan pelindungan saksi dan korban, pemberian bantuan medis, psikologis, psikososial, dan kompensasi bagi korban, serta pelindungan dan pengamanan terhadap saksi dan korban.
(7) Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d melakukan pemantauan intelijen, mencegah serangan terulang kembali dan konsolidasi diantara jaringan.
(8) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e melaksanakan rekonstruksi sarana dan prasarana publik yang rusak.
(9) Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pasal ayat (2) huruf f menyelenggarakan rehabilitasi sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
(10) Badan yang mempunyai tugas bidang keamanan siber dan sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g menyelenggarakan fungsi keamanan siber dan/atau pemulihan pasca-krisis siber sesuai peraturan perundang-undangan.
(11) Pemerintah daerah terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayahnya sesuai dengan urusannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28
(1) Evaluasi penanganan krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h merupakan kegiatan untuk menilai proses dan penyelenggaraan Manajemen Pengendalian Krisis Terorisme yang telah dilaksanakan dari tahapan peringatan dini sampai dengan rehabilitasi dan rekonstruksi.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penanggulangan Terorisme.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 29
(1) Masyarakat dapat berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Manajemen Analisis Tingkat Ancaman dan Pengendalian Krisis Terorisme.
(2) Pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan, hasil riset, pelatihan, advokasi, sosialisasi, dan/atau pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

					BAB V
PENDANAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pendanaan

Pasal 30
Pendanaan penyelenggaraan manajemen analisis tingkat ancaman dan pengendalian Krisis Terorisme bersumber dari: 
a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan 
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 31
(1) Pengawasan internal penyelenggaraan Manajemen Analisis Tingkat Ancaman dan Pengendalian Krisis Terorisme dilakukan sesuai dengan mekanisme pengawasan internal masing-masing kementerian/lembaga.
(2) Pengawasan eksternal penyelenggaraan Manajemen Analisis Tingkat Ancaman dan Pengendalian Krisis Terorisme dilakukan oleh lembaga pemerintah non-kementerian dan/atau lembaga non-struktural yang menyelenggarakan fungsi pengawasan, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 



PRABOWO SUBIANTO




Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal ... 
MENTERI SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA,



PRASETYO HADI


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
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